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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
I SERID

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG
PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAKATOBI,

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak -
Hiburan adalah merupakan salah satu jenis pajak yang dapal
dikelola oleh Daerah Kabupaten Wakatobi;

_pahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wakatob
tentang Pajak Hiburan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 19897 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3684);

. Undang-Undang Nomar 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesin
Nomor 3988);

_ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia MNomor 4339);
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4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembe
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Re
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4389):

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeri
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoar
sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Un
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Uni
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomg
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimk
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Da
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Nomor 5 Tahun 2008
Kerja Dinas Daerahl
Kabupaten Wakatobi

Kabupaten Wakatobi

isasi dan Tata
gusunan Organisasi
t}ggﬁ;gaian Wakatobi (Lembaran Daerah

Tahun 2008 Nomor 5); . 7 tentang
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 T-?-.?;v:a:%iafah;
g ?ra:r::iri:nlﬂe-gawai Negeri Sipil di Lingkup Pemeri I
en _ ;
: Momor 170 Tahu
Menteri Dalam Negeri Nc e
B gzgztuninﬁta Cara Pemungutan Pajak Daf;‘; SEp—
i r
nteri Dalam Negeri Nomo
e $§gg:?an£r?\erihsaan di Bidang Pajak Daeran.

11, Peraturan Daeran

Bersama
Dengan Persetujuan N
EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN W
D

dan :
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwiss _ i
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor BUPATI wnKATQ.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah WEMUTOS ; WAKATOBI TENTANG
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 RATURAN DAERAH KABUPATEN
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon Munetapkan : PE IBURAN.
MNomor 5049); PAJAKH
: ks A BABI
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaj UM
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dat KENTENTUAN UM
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Le e pasal 1
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamb o
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): - : - dimaksud dengan:
ini yan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun | Dalam Peraturan Daerah ini yang tobi
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenang {  Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. \Wakatobi
Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Das , h adalah Pemerintah Kabupaten Wa "
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); 2. Pemerintah Daera _
Y. Bupati adalah Bupati Wakatobi. RD adalah

rah yang selanjutnya disingkat DP

. & ;
4 Dewan Perwakilan Rakyat Da Kabupaten Wakatobi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah




|/ Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampal kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

I Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton menggunakan atau

menikmati hiburan.
|8 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
oleh Waijib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

5 Sek i
retaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakat
atobi,

E' D]nas Penda
gl patan, PE”QEID'E K
disingkat Dinas PPKAD 2 \euangan dan Aset D _
dalah aerah yan anil
Daerah Kabupaten 'l.-""n’.aka*tcul:ﬁ:'a1 Dinas Pendapatan, Pengelola I{e}:jan%aiedzr:']l

Wakatobi yang berwe i i gkungan Pemeri
nang d > rintah Dae
Wewenang dari Bupati. 9 di bidang Pajak Daerah dan mendapat La;n-:ﬁ

surat yang
pembayaran pajak, objek
kewajiban sesuai dengan
daerah.
J0. Surat Setoran Paj
pembayaran atau penyetoran pajak yang tela
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daera
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumiah pokok pajak yang terutang.

JJ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dlslngimt
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumiah kredit pajak, jumiah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya

sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumiah pajak yang telah ditetapkan.

4 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah

—pajak, danpem it Badan, meliputi pem - ..
 denger nandutpajak, yang-mempunyai- hak gan '}'{Zﬂ.ﬁf ¥ bomciy surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah pokok pajak sama.besafnya
Jiban perpajakj dengan jumiah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

26 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau

seharusnya fidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau

denda.

g '

Undang untuk melakuka i
. n penyidikan terh
g Kabupaten Wakatobi yang memuat ketentua?:d;igaﬁglanggamn e O
: g:?;%i?ﬁﬂ suatu bentuk Badan Usaha yan -
S denganma::a;;:er, Perseroan lainnya, Badan Usah Mili
e Kﬂperaasid?r? dalam bentuk apapun F'ersel?utu.'a::;k FI:JeEara [
Gl : , Yayasgn atau Organisas; jenis, Lembaga O
un, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk ﬂsaﬁgség;r? J:E:?i& embage 8
a.

10. Pajak Hi '
ajak Hiburan adalah pajak atas Penyelenggaraan hiburan

11 Hrburan ada'ah s k
. _Semua jenis ton .
keramaian yang dinikmati dengan dip[fggﬁﬁ}a Pertunjukan, permainan, dan/a

12. Penyelenggara hibu -
: ran adal E
louran baik dan ooy alah Perorangan atay Badan yang menyelenggarak

J ] na 4 0
menjadi tanggungannya, Tanya sendir atau untuk atas nama pihak lain

ak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bulkt
h dilakukan dengan menggunakan

g meliputi Perseroan Terbal
h melalul tempat
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15. Masa Pajak adalah |
: Jjangka wakt
yang diatur dengan Peraturan é-'u;afsaiu] bulan kalender atau jangka wakty

menjadi dasar bagi Wajib Pai ti paling lama 3 (tiga) bulan kal |
pajak yang terutang, Vo Pejak untuk menghitung, menyetor, d:r? ?r?:g;uy

6.

16. ;aajsa: Pyﬂapi terutang adalgh Pajak yang harus
! jak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
P rundang—undangan Perpajakan daerah ke

dibqyar Pada suatu saat, dajap
sual dengan ketentuan peratu |



28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Pemberitahuan Pajak Terutan » Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keta
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang E

28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding te
Surat KeputUSaq Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

30. Pembukuan adalah suaty Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur _
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajl
modal, penghasilan dan biaya, serta jumiah harga perolehan dan’ penye
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan

neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah ¢

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesk

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemen

kewajiban perpajakan daerah danjatau untuk tjuan lain dalam ran
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

-32,—Penyidikan—tindak —pidana-di - bidang—perpajakan - daerah adalah serangki

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan b
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan da

yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

atas penyelenggaraan hiburan,

; i i ut Pajak .
) Dengan nama Pajak Hiburan dipung lenggaraan Hiburan dengan dipungut

| Objek Pajak Hiburan adalah jasa penye
B alah:
i Miburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ad

s tontonan film; |
b, pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana,;

¢ kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
i, pameran, o
6. piskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya,

{ sirkus, akrobat dan sulap;

permainan bilyar, golf dan bowling;

; kasan,
dan permainan ketang
an kuda, kendaraan bermotor p (fitness center)dan

= =

- aran
panti pijat, refieksi, mandi uap/spa dan pusat kebug

| pertandingan olahraga;

Pasal 3
i atau Badan yang menikmati Hiburan

p- ang pribad
[1) Subjek Pajak Hiburan adaiah orang p di atau Badan yang menyelenggarakan

{#) Wajib Pajak Hiburan adalah orang priba
Hiburan.



BAB il BAB V
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

Pasal 4
kalender atau jangka waktu lain yang

|
angka wakdu 1 (satu) bulan ) bulan kalender, yang menjad| dasar

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah | i '
fnaa jumlah uang yang diterima atay jak adalah :
seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. v " " Ezfgan Peratﬂtran Bupati paling lama 3 (tiga laporkan pajak yang terutang
(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ays | Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melapo
Pasal 9

termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada pe

jasa Hiburan,
Pasals \erutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan tsapab:
(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus untuk hiburan berupa pa ; BAB VI
/ gelaran usaha, kontes kecantikan, diskoti
malam, permainan ketangkasan, panti pij -  dis ot GUTAN PAJAK
: " pijat dan mand ' , PEMUN
ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen). I uap/SPA tarif Pajak hib )
Bagian Kesa

Pasal 6 Tata Cara Pemungutan
Besaran pokok Pajak Hiburan yan i

: 4 - g terutang dihitung dengan ca ] 10
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasargpanggnaan ;;ﬂ?fﬂ;: Pasal

dimaksud dalam Pasal 4.
EI ) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
I : terutang berdasarkan surat

Pajak wajib membayar Pajak ?angpajak berdasarkan peraturan

§ W "b .
olotapan pajak atau dipayar sendii oleh Wajib

BAB IV
AR PESNAUTAN : ketetapan paja
P perundang-undangan perpajakan. g
el i i j iakan berdasarkan penetapan
- ih Paiak yang memenuhi kewajiban perpaja _
} szag?ar adj:nggn r?wnggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan,
dimaksud pada ayat (3) berupa

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Wakatobi. _
) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

karcis dan nota perhitungan.
kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan

8y Waiib Pajak yang memenuhi
’ mengunékan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.




Pasal 12
Pasal 11

i i kan, SPTPD,
n lain yang dipersamakan, oz
rbitan SKPD atau dokume d dalam Pasal 10 ayat (3) dan ay
) Tota cara pene DKBT sebagaimana dimaksu
AKPDKB, dan SKP

(§) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupatl
menarbitkan: |

a. SKPDKE dalam hal:

1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan |ain, pajak
terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu §

KPD atau
: isian dan penyampaian SKPU
ih lanjut mengenai tata cara pengisiey DKBT sebagaimana
e lﬁ:";;:;“;;g;fmakan. SPTPD'{E,;(E Etlff diir;]:'-ﬁseraturan Bupatl.
fokumen dan ayat i
10 ayat (3)
dimaksud dalam Pasal

; jan Kedua
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada wal Baglan alak
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; Surat Tagihan Paja
3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang di Pasal 13

secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum tery;
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

¢. SKPDN jika jumiah pajak yang terutang sama besamya dengan jumliah
pajak alau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana di
pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif b
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang ku ]
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

J(3) Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dij £]
pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 1
(seratus persen) dari jumiah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Waijib P
melaporkan sendir sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumiah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada a af
huruf & angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (i
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bu
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terle I
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung g
saat terutangnya pajak.

{1} Bupati dapat menerbitkan STPD jika: -

I n pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang di :n ;emmyamn sebagsi akibat
; ; ian SPTPD terdapat kekurang

b, dari hasil penelitian

Fi hitung;
iah tulis dan/atau salah 1 /atau denda.
Sa--b 2k dikenakan sanksi administrafif berupa bunga da.n il
oo v . terutang dalam STPD EEDE'QE_"mEHa_ L rupa bunga
p?:aiﬁyat:. O tambah dengan sanksi administratif berup
L

kekurangan
et 1 setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak
)

ayat (1 huruf a dan
sebesar 2% (dua P'-‘;"SE“ n

rutangnya pajak. ¥ ' aran dikena
paat te 9_ ¥ atau kurang dibayar setelah jatuh temprgeﬁ?r:ggﬁmn dan ditagih

-l ya{;w g'hi?rgtif berupa bunga sebesar 2% (dua pe
ganksi admini
jui STPD. _
melalui Baglan K’Etlga Haii
Tata Cara Pembayaran dan Penagina

Pasal 14

Keputusan Pembetulan, Sural

KBT, STPD, Surat miah pajak yang

PD ; nju
" SKPL[; saiﬁlset':)g?altans gan Putusan Banding, yang menyebabkan )
Keputu

11
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harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus
_ dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(2) E_upau‘ atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk meng

atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2
persen) sebulan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,

pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan P
Bupati.

Pasal 15

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding

tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih d
Surat Paksa,

{2} Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilsksanakan berdasarkan pe
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding
Pasal 16

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
ditunjuk atas suatu:

a. SKPD,

b. SKPDKBE;

c. SKPDKET;
d. SKPDLB;

e. SKPDN; dan

f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan kete
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12

Koberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
Wlanan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 [t1gal} bulan sejak
Wngoal surat, tanggal pemotongan atau pemquutan sebagaimana dlmaksgd gadi
ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tida
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumiah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga
lidak dipertimbangkan.

i i jabat yang
fanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau peja )
dlhm}ul-fatau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai
landa bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 17

i j jak tanggal Surat
Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak t:
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarmya pajak yang terutang. - -

ila j i i Bupati
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat !‘ﬁ} telah lewat :Iar]
ﬂgak mjeﬁn%eri suatu keputisan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 18

) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan

Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d_iajukan secara ter;ulia
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas {jalarn jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan

tersebut.
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a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau: bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,

(1) Jika pengajuan keberatan atau permchonan banding dikabulkan sebagig SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah § ¢. mengurangkan atau membatalkan STPD:

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh | .
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau

bulan,
. diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak o yang

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perse
jumiah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yan
dibayar sebelum mengajukan keberatan. '

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban meambayal
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 19

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi admin
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pad)
(3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen
jumiah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENMBAYARAN

Pasal 21

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajiﬁ- Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

: . " ; ) . .. (2) Bupati dalam jangka waktu paling dama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya
Bagian Kelima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan

Pasal 20 Bupati fidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
- Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membet paling lama 1 (satu) bulan.
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang d (4) Apabila Waijib Paj i ; : ; -
; Bt : jib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung da L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undal terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

perpajakan daerah.
(2) Bupati dapat .
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(5) Pengembalian kelebinan pembayaran Pajak sebagaimana dimaklsud p_adalayat
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan
SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (d
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2?& (dua persen) sebulan
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dim
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIl
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melamp

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila
Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

{2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertang
apabila:
a. diterbitkan Surat Tequran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun

langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dim‘:ak_sud
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian S
Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempu
utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permchonan angsuran atau penund
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
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Pasal 23

1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

{#) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak kabupaten yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{J) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan

)

()

{4)

Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

Wajib Pajak yang melakukan wusaha dengan omzet paling sedikit
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.

Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan
atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

: Pasal 25
Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak
yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperiukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan
Peraturan Bupati.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas da
pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mele
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 27

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabat
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undang
neroajakan daerah.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga
yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peratur
perundang-undangan perpajakan daerah.

Dikecuallkan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi.ahli dal
sidang pengadilan, '

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah unfi
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instaf
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuang
daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejab

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pa

ayat (2), agar memberikan keterangan, memperfihatkan bukfi tertulis dari at
tentang Waijib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
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(#) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata,
atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara
Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayal (2}, untuk
memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang
ada padanya.

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama
tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara
perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

(6)

BAB Xl
PENYIDIKAN

Pasal 28

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipll
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i

(2)

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a..menerima, mencari, méngumpu!kan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribad| atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah;
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f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tinds

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayai (1) memberitahukan dimuiainy
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umuf
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai deng

(1) Waijib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau meng
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tida
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidani
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) ki
jumiah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengis
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tida
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidang
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) k&
jumiah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukug Pasal 30

pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bul

tersebut; {Indak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka

“waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau

pidana di bidang perpajakan Daerah; Barakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan :
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identili
orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

Pasal 31

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak
memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(#) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal
(2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. .

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesual dengan
sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku
Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebag
tersangka atau saksi; [

. menghentikan penyidikan, dan/atau

. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundan|
undangan. i

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIli
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29 Pasal32 .

enda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)
imerupakan penerimaan negara.
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Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengel
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pasal 34

Ditetapkan di Wangi-Wang

pada tanggal 27 -%-201i

BUPATI WAKATOBI,

Ttd/ Cap

HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal

27-%-

2010 .
ABUPATEN WAKATOBI,

22

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK HIBURAN

| UMUM :

Mengingat semakin meningkatnya pelaksanaan tugas Pemerintah
Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka menuntut
lersedianya dana yang lebih memadai. Sejalan dengan berlakunya Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
lelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
J Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan diubah lagi dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, dimana Otonomi Daerah dengan titik berat pada
Daerah Kabupaten / Kota, maka seyogyanya sumber pembiayaan untuk
pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dapat digali dari Pendapatan Asli
Daerah dimana salah satunya adalah yang berasal dari Pajak Hiburan yang
merupakan potensi pajak yang ::ukup besar di Kabupaten Wakatobi.

Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : ayat (3)
huruf a : Cukup jelas——
huruf b: Yang dimaksud dengan pagelaran kesenian,
termasuk “hiburan berupa kesenian
rakyat/tradisional” yang dipandang perlu untuk
dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang
dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat
huruf ¢ : Cukup jelas.
huruf d : Cukup jelas.
huruf e : Cukup jelas.
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huruf f : Cukup jelas.
huruf g : Cukup jelas.
hurufh @ Yang dimaksud permainan ketangkasan |
Pertunjukan Satwa :

1. Usaha permainan dan ketangkasan jenis mi

dingdong dan sejenisnya. _

2. Usaha permainan dan ketangkasan jenis F

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang

terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara
membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang
terutang dengan menggunakan SPTPD.

Station. : o Jika Wajb Pajak yang diberi kepercayaan menghitung,
3. {L_;saha permainan dan ketangkasan jenis memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang
ame.

terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat
diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana
penagihan. '

4, Usaha permainan dan ketangkasan
permainan anak-anak.
5. Usaha permainan pertunjukan satwa.
6. Usaha permainan sejenisnya.
hurufi : Cukup jelas.
hurufj : Cukup jelas. .
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 11

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak

yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan

kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran
dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak
dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1) Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk
dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN
hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan
lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata
atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi
kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib- Pajak-tidak menyampaikan SPTPD pada tahun
pajak 2010. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga
belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak
yang terutang.

2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak
2010. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari
hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak,
ditetapkan oleh Bupati atau dibayar sendiri oleh
Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih da

ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen

yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberik

kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
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Huruf a

. Huruf b : Cukup jelas
Huruf ¢ : Cukup jelas
Ayat (2) Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak

Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati daj

menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.

. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang t€
diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lam
(lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data by
dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabK

penambahan jumlah pajak yang terutang, Bupati
menerbitkan SKPDKBT.

. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata |
pajak yang terutang sama besarmnya dengan jumlah kredit

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati daf

menerbitkan SKPDN.

Angka 1) : Cukup jelas.
Angka 2) : Cukup-elas.

Angka 3) : Yang dimaksud dengan "penetapan pajak seca

jabatan® adalah penetapan besamnya

terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejal
yang ditunjuk berdasarkan data yang ada al
keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati al

Pejabat yang ditunjuk.

tidak memenuhi kewajiban  perpajakannya

SKPDKB.
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ya
——mengenakan—sanksi—administratif-berupa bunga sebe
2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak at
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (di
puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlamE
dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sej|
saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkann

Ayat (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, vaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data
yang semula belum terungkap yang berasal dari hasll
pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah,
maka terhadap Waijib Pajak dikenakan sanksi administratif
berupa kenaikan 100% (seratus persen) darl jumlah
kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan
apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan
tindakan pemeriksaan.

Ayat (4) : Cukup jelas _

Ayat (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhl kewajiban
perpajakannya sebagaimana dimaksud pada dyat (1) huruf
a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang
seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi a@dministratif
berupa kenaikan pajak sebesar 5% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak yang terutang. |

Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara

jabatan melalui penerbitan SKPDKE. ' - i

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh

lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikeriakan sanksi

" administratif berupa bunga sebesar 2% (dua‘persen) sebulan dihitung

dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. , '
Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya
pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKE.

Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 ; Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas,
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
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Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26: Ayat (1) Yang dimaksud dengan ‘instansi yang melaksanak
pemungutan” adalah dinas/badan/kantor yang tug
pokok dan fungsinya melaksanakan pemung tg
Pajak.

Pemberian besarnya insentif dilakukan melal
pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Dae
dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Raky
Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Ayat (1) Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepa
% pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Dae
dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasia;
mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahuki
kepada pihak lain, juga’ agar Wajib Pajak dal
memberikan data dan keterangan kepada pejali
mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR :




